
Kajian 
 

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan 

Vol. 23, No. 4, Desember 2018 ISSN 0853-9316 

PERDEBATAN SISTEM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF PADA PEMILU SERENTAK 2019 

oleh: Lili Romli 
 

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA OLEH BADAN USAHA MILIK DESA 

oleh: Monika Suhayati 
 

PERAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DALAM PERSPEKTIF 
HUKUM 

oleh: Denico Doly 

 
L-MATRIX DAN C-MATRIX SEBAGAI SARANA BANTU HARMONISASI HUKUM PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA 

oleh: Tommy Hendra Purwaka 

 
INTERFAITH DIALOGUE SOFT POWER DIPLOMASI INDONESIA DALAM ISU ROHINGYA 

oleh: Adirini Pujayanti 
 
 
 
 
 

Diterbitkan oleh 
Pusat Penelitian Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI 



 



 

Kajian 
 

 

Menjembatani Teori dan Persoalan Masyarakat dalam Perumusan Kebijakan 

Vol. 23, No. 4, Desember 2018 ISSN 0853-9316 
 

 

DAFTAR ISI 

Pengantar Redaksi .................................................................................................................. i 

PERDEBATAN SISTEM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF PADA PEMILU SERENTAK 2019 

oleh: Lili Romli ........................................................................................................................... .. 

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA OLEH BADAN USAHA MILIK DESA 

oleh: Monika Suhayati ................................................................................................................  

PERAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DALAM 
PERSPEKTIF HUKUM 

oleh: Denico Doly ........................................................................................................................  

L-MATRIX DAN C-MATRIX SEBAGAI SARANA BANTU HARMONISASI HUKUM 
PENGELOLAAN SUMBER DAYA 

oleh: Tommy Hendra Purwaka .................................................................................................... 

INTERFAITH DIALOGUE SOFT POWER DIPLOMASI INDONESIA 
DALAM ISU ROHINGYA 

oleh: Adirini Pujayanti ................................................................................................................. 



 



i 

PENGANTAR REDAKSI 
 
 
Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI kembali menghadirkan Majalah Kajian untuk para pembaca dalam Edisi 

Desember 2018. Berbagai artikel hadir mulai dari isu politik, hukum, dan hubungan internasional. Terdapat lima 

tulisan yang telah terseleksi dari sejumlah tulisan yang disumbangkan para penulis baik dari internal maupun 

penulis dari luar Pusat Penelitian.  

 Tulisan pertama berjudul “Perdebatan Sistem Pemilihan Umum Legislatif Pada Pemilu Serentak 2019”, 

yang ditulis oleh Lili Romli dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Artikel ini membahas perdebatan sistem 

pemilihan legislatif, yaitu sistem pemilihan umum (pemilu), ambang batas parlemen, besaran alokasi kursi di 

daerah pemilihan, dan metode konversi suara. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu 

menjadi anti klimaks melalui voting yang menyetujui sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan suara 

terbanyak, ambang batas parlemen 4%, alokasi kursi per daerah pemilihan 3-10 kursi, dan metode konversi suara 

sainte lague murni. Sikap Pemerintah terhadap pembahasan UU Pemilu cenderung mengikuti kesepakatan partai 

karena konsep penyederhanaan sistem multipartai dan penguatan sistem presidensial yang diusulkan tidak begitu 

jelas. Dengan demikian, tujuan UU Pemilu untuk menyederhanakan sistem multipartai agar kompatibel dengan 

sistem presidensial akan sulit terwujud.  

 Artikel kedua adalah tentang “Pengaturan Pemberdayaan Masyarakat Desa Melalui Badan Usaha Milik 

Desa dan Implementasinya”, yang ditulis oleh Monika Suhayati. Salah satu pemanfaatan hasil usaha Badan Usaha 

Milik Desa (BUMDes) untuk pemberdayaan masyarakat desa untuk mewujudkan kemandirian desa dan 

meningkatkan kesejahteraan warganya. Dalam pelaksanaannya BUMDes tidak selalu berhasil mencapai tujuan 

tersebut. Permasalahan yang dihadapi antara lain, sumber daya manusia yang kurang memahami substansi UU 

Desa, unit usaha tidak berkembang, dan sarana prasarana belum mendukung. 

 Tulisan ketiga membahas isu tentang frekwensi radio dengan judul “Peran Negara Dalam Pengelolaan 

Spektrum Frekuensi Radio Dalam Perspektif Hukum”, yang ditulis oleh Denico Doly dari Pusat Penelitian Badan 

Keahlian DPR RI. Izin penggunaan spektrum frekuensi radio merupakan kewenangan pemerintah dalam rangka 

melakukan pengelolaan, pengendalian, pengaturan, dan evaluasi terhadap penggunaan spektrum frekuensi radio. 

Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum penggunaan spektrum frekuensi radio yaitu faktor hukumnya itu 

sendiri (undang-undang), faktor sarana dan fasiltias, dan faktor penegak hukumnya. Peraturan perundang-

undangan belum secara komperhensif mengatur megenai izin penggunaan spektrum frekuensi radio khususnya 

dalam jual beli. Oleh karena itu, perlu adanya revisi UU Telekomunikasi dan UU Penyiaran. Selain itu, penegak 

hukum yang ada saat ini juga perlu diperkuat dengan sarana dan prasarana yang memadai sehingga dapat 

menjalankan penegakan hukum secara baik dan benar. 

 Tulisan keempat ditulis oleh Tommy Hendra Purwaka dengan judul ”L-Matrix Dan C-Matrix Sebagai 

Sarana Bantu Pemberdayaan Hukum Pengelolaan Sumber Daya”. Indonesia saat ini sedang berupaya untuk 

mengharmonisasikan lebih dari 43.000 peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tujuan untuk 

memberdayakan hukum positif Indonesia. Upaya harmonisasi peraturan perundang-undangan sebanyak itu 

memerlukan sarana bantu antara lain adalah L-matrix dan C-matrix. L-matrix dan C-matrix merupakan salah dua 

dari beberapa bentuk matrix yang lazim dipergunakan sebagai sarana bantu dalam manajemen produksi pada 

industri manufaktur. 

 Tulisan yang terakhir berjudul “Interfaith Dialogue Soft Power Diplomasi Indonesia Dalam Isu Rohingya”, 

yang ditulis oleh Adirini Pujayanti. Penelitian ini menunjukkan diplomasi soft power melalui interfaith dialogue tidak 

mudah diterapkan untuk membantu perdamaian dan kehidupan harmonis antar  etnis dan umat beragama di 

Myanmar karena kurang adanya political will pemerintah Myanmar dalam membangun interfaith dialogue diantara 

rakyat Myanmar. Indonesia harus mencari solusi lain untuk mencari solusi isu Rohingya di Myanmar. Diantaranya 



dengan membangun kerjasama internasional dengan pihak dan negara-negara yang berkepentingan dengan isu 

Rohingya. 

Demikianlah kelima karya tulis ilmiah yang kami tampilkan pada jurnal Kajian edisi bulan Desember 2018. 

Kami harapkan tulisan-tulisan tersebut dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Selanjutnya kami tentu 

mengharapkan saran dan masukan dari para pembaca untuk penyempurnaan jurnal Kajian di edisi berikutnya. 

Redaksi juga mengucapkan terima kasih kepada Prof. Dr. Samsudi Haris, Prof. Dr. Carunia Mulya Firdausy, Dr. 

Harsanto Nursadi, Prof. Dr. Dwi Purwoko. dan Dr. phil. Yandry Kurniawan, sebagai mitra bestari atas koreksi dan 

masukannya terhadap semua tulisan dalam jurnal Kajian edisi kali ini. 

 

Jakarta, Desember 2018 

Redaksi 
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LEMBAR ABSTRAK 

Kata kunci yang dicantumkan adalah istilah bebas. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa 
izin dan biaya. 

 

 
Lili Romli (Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia) 

PERDEBATAN SISTEM PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF PADA PEMILU SERENTAK 2019 

Kajian Vol. 23, No. 4, Tahun 2018, hlm. 1-16 

Penelitian ini akan membahas perdebatan sistem pemilihan legislatif, yaitu sistem pemilihan 
umum (pemilu), ambang batas parlemen, besaran alokasi kursi di daerah pemilihan, dan metode 
konversi suara. Dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu menjadi anti 
klimaks melalui voting yang menyetujui sistem pemilu proporsional terbuka berdasarkan suara 
terbanyak, ambang batas parlemen 4%, alokasi kursi per daerah pemilihan 3-10 kursi, dan metode 
konversi suara sainte lague murni. Sikap Pemerintah terhadap pembahasan UU Pemilu cenderung 
mengikuti kesepakatan partai karena konsep penyederhanaan sistem multipartai dan penguatan 
sistem presidensial yang diusulkan tidak begitu jelas. Dengan demikian, tujuan UU Pemilu untuk 
menyederhanakan sistem multipartai agar kompatibel dengan sistem presidensial akan sulit 
terwujud. 

Kata Kunci:  sistem pemilihan umum, pemilihan legislatif ambang batas parlemen, besaran kursi 
per daerah pemilihan, metode konversi suara, dan sistem kepartaian. 



 

Monika Suhayati (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) 

PELAKSANAAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA OLEH BADAN USAHA MILIK DESA 

Kajian Vol. 23, No. 4, Tahun 2018, hlm. 17-26 

Pemberdayaan masyarakat desa dilakukan salah satunya oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) 
sebagai pemanfaatan hasil usaha BUMDes untuk mewujudkan kemandirian desa dan 
meningkatkan kesejahteraan warganya. Dalam pelaksanaannya BUMDes tidak selalu berhasil 
mencapai tujuan tersebut. Kajian ini hendak menganalisa pengaturan pemberdayaan masyarakat 
desa oleh BUMDes dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa oleh BUMDes di Kabupaten 
Malang dan Kabupaten Berau, serta solusi atas permasalahan tersebut. Analisa permasalahan 
menggunakan Teori Hukum Progresif yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Hasil penelitian 
menunjukkan pemberdayaan masyarakat desa diatur dalam UU Desa sebagai salah satu 
kewenangan desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa, serta 
diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 47 Tahun 2015. Namun, tidak ada pengaturan secara detil 
mengenai pemberdayaan masyarakat desa melalui BUMDes. Dalam hal ini desa diberikan 
kesempatan untuk menentukan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa sesuai 
prioritas kebutuhan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat 
istiadat desa. Dalam implementasinya, sebagian BUMDes atau Badan Usaha Milik Kampung 
(BUMK) di Kabupaten Malang dan Kabupaten Berau berhasil memberdayakan masyarakat desa 
dengan cara menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat desa dan pemasukan bagi Pendapatan 
Asli Desa. Permasalahan yang dihadapi antara lain, sumber daya manusia yang kurang memahami 
substansi UU Desa, unit usaha tidak berkembang, dan sarana prasarana belum mendukung. 
Dalam hal ini perlu dilakukan sosialisasi atau bimbingan teknis bagi warga desa atau kampung 
berkaitan dengan substansi dari UU Desa, pemetaan terhadap kebutuhan masyarakat desa, studi 
banding dengan BUMDes atau BUMK lainnya; dan percepatan penyediaan sarana prasarana yang 
mendukung pengembangan BUMDes atau BUMK. 

Kata kunci: Pemberdayaan masyarakat desa, badan usaha milik desa, Undang-Undang Desa. 



 

Denico Doly (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) 

PERAN NEGARA DALAM PENGELOLAAN SPEKTRUM FREKUENSI RADIO DALAM PERSPEKTIF 
HUKUM 

Kajian Vol. 23, No. 4, Tahun 2018, hlm. 27-42 

Frekuensi merupakan sumber daya alam terbatas. Frekuensi dipergunakan untuk berbagai 
kebutuhan mulai dari penerbangan sampai dengan penyiaran. Keberadaan frekuensi saat ini 
mengalami berbagai permasalahan mulai dari dipergunakan secara illegal sampai dengan jual beli 
yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Permasalahan yang dikaji dalam tulisan ini yaitu 
bagaimana peranan negara dalam mengelolan spektrum frekuensi radio dan bagaimana 
penegakan hukum dalam pengelolaan frekuensi. teori yang digunakan yaitu konsep penguasaan 
negara dan konsep penegakan hukum. Negara memiliki kewenangan untuk melakukan 
pengaturan, pengelolaan, mengeluarkan kebijakan, pengurusan, dan pengawasan terhadap 
penggunaan spektrum frekuensi radio. Penggunaan frekuensi merupakan kewenangan 
pemerintah dalam rangka melakukan pengelolaan, pengendalian, pengaturan, dan evaluasi 
terhadap penggunaan frekuensi. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum penggunaan 
spektrum frekuensi radio yaitu faktor hukumnya itu sendiri (undang-undang), faktor sarana dan 
fasiltias, dan faktor penegak hukumnya. Peraturan perundang-undangan belum secara 
komperhensif dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, perlu adanya revisi UU Telekomunikasi dan 
UU Penyiaran. Selain itu, penegak hukum yang ada saat ini juga perlu diperkuat dengan sarana 
dan prasarana yang memadai sehingga dapat menjalankan penegakan hukum secara baik dan 
benar. 

Kata kunci: frekuensi, pengelolaan, peran negara, penyiaran. 



 

Tommy Hendra Purwaka (Universitas Katolik Atmajaya) 

L-MATRIX DAN C-MATRIX SEBAGAI SARANA BANTU HARMONISASI HUKUM PENGELOLAAN 
SUMBER DAYA 

Kajian Vol. 23, No. 4, Tahun 2018, hlm. 43-61 

Sumber daya alam Indonesia (SDA) dikelola dan dimanfaatkan oleh negara dengan menggunakan 
sumber daya manusia (SDM) dan sumber daya buatan (SDB: IPTEK) bagi sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat [Pasal 33 ayat (3) UUD 1945]. Dalam kaitan ini, hukum yang mengatur SDA, 
SDM dan SDB perlu diharmonisasikan agar tujuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 tersebut dapat 
diwujudkan secara optimal. Salah satu sarana bantu yang dapat membantu, memudahkan dan 
memandu upaya harmonisasi adalah matrix segiempat (L-matrix) dan matrix segitiga (C-matrix) 
yang berisi kolom dan baris. Pertemuan kolom dan baris di dalam matrix tersebut mampu 
menunjukan kekuatan hubungan antara unsur-unsur hukum dan komponen-komponen kegiatan 
pengelolaan sumber daya yang akan diharmonisasikan. Hasil harmonisasi hukum yang dinyatakan 
di dalam matrix merupakan landasan bagi pengembangan pengelolaan sumber daya secara 
terpadu. 

Kata kunci: L-matrix, C-matrix, harmonisasi hukum, pengelolaan sumber daya. 



 

Adirini Pujayanti (Pusat Penelitian, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia) 

INTERFAITH DIALOGUE SOFT POWER DIPLOMASI INDONESIA DALAM ISU ROHINGYA 

Kajian Vol. 23, No. 4, Tahun 2018, hlm. 63-75 

Indonesia yang rukun dalam keberagaman suku dan agama kerap menjadi negara contoh 
bagaimana sebuah negara membangun toleransi dan harmoni. Banyak negara ingin belajar dari 
Indonesia. Hal ini menjadi aset soft power diplomasi dan berpengaruh positif pada posisi 
Indonesia dalam forum-forum internasional. Dengan aset tersebut Indonesia berupaya turut 
berperan membantu menciptakan solusi damai pada masalah konflik di dunia, diantaranya 
berupaya membantu menyelesaikan konflik Rohingya dan membangun perdamaian di Myanmar. 
Tulisan ini bertujuan melihat efektifitas diplomasi soft power interfaith dialogue dalam isu 
Rohingya di Myanmar. Penelitian ini akan membantu DPR dalam melakukan pengawasan kinerja 
Pemerintah di bidang politik luar negeri, khususnya dalam membangun diplomasi soft power 
interfaith dialogue. Merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teori soft power dari 
Joseph Nye. Penelitian lapangan dilakukan di Surabaya (Jawa Timur) dan Kupang, Alor (NTT) tahun 
2017. Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi soft power melalui interfaith dialogue tidak 
mudah diterapkan untuk membantu perdamaian dan kehidupan harmonis antar  etnis dan umat 
beragama di Myanmar karena kurang adanya political will pemerintah Myanmar dalam 
membangun interfaith dialogue diantara rakyat Myanmar. Indonesia harus mencari solusi lain 
untuk mencari solusi isu Rohingya di Myanmar. Di antaranya dengan membangun kerjasama 
internasional dengan pihak dan negara-negara yang berkepentingan dengan isu Rohingya. 

Kata kunci: diplomasi damai, interfaith dialogue, Rohingya, soft power, Myanmar. 



 

 


